
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentanq Pernbentukan 
Daerah-daerah Tir.gkat I! dalarn Wi!ay;ih Daerah-daerah Tinqk at • 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nuva Tcnggara Timur (Lemharan 
Negara Republik Indonesia Tahun : ~158 Nornor J 2 2. T<1rnbahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia ,\iornor l G" S~. 

Mengingat: 

secara tiga dimensionai: 
c. bahwa berdasarkan pertirnbanqan dimak sud hdn.if 2 .. dan b. 

rnaka perlu menetapkan Peraturan Bupati teruanq Rencana T;.1.tJ 
Banqunan dan Linqkunqan (RTBU Core sudava Kl)ta Negara; 

Menimbang : a. bahwa Kota Negara adalah !bu Kot.~ Kabupaten jernbr sna ·, .,ng 
mernilik: tungsi sebagai pusat pernerintahan .:,an pu<:'.koncrr.1d•' 
baqi rnasvarakat Kabupaten :~mb1 ana 'yiff'C :-r1r.rn1i1k• 
perkernbanqan kota <ic11~0.1.t dina.rnL~ <..d··in:J,.F pert;... ,!1t;n,.1. 
secara teratur dan te1 Mdh se suat dt:n~.JM: kaidah -k<1ida.i1 
penataan ruang yang berlaku. 

b. bahwa dalam upava penjabaran iebih lanjut clan detail d a m 
Rencar.a Detail Tata Ruang Kora (R!)iP.K) yar:y r<::!ah ada, maka 
p endekatan Rencana Tata Bangunafi dan Linqkunqan (RTBU 
Core Budaya xora Negara pada c1J.~rnya diM't lukan seb&qdi 

mekanisme untuk menqarahkan pertumbuhan unsur-unsur 
fisik kota yang dikembangkan cleh masvar akat, swasta, 
maupun pemerlntah, denqan berorientasi pada kebutuhan 
pembangunan di kawasan berpotensi, menyandang cir! wajah 
kota, dan memiliki prloritas mendesak , serta dtoperas.onaucan 
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I !n,-l~nr, 
'VH\AU'1~-· • ! 2. U:idar,g 

Daerah Menjadi Undanq-undanq (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. 'Tambahan Lembaran Ney,11 a 
Republik Indonesia Nomor 4 548); 

Undanq-Undanq Nomor 3 Tahun 2005 tentanq Pernennrahan 

Nomor 424 7); 
11.Undang--Undanq Nomor 32 1 ahun ?00.l renranc Pemerin tnh,1n 

Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Non,<.1r 

12 5. Tarn bah an Lem bar an Negara Republik mocne sia Nornor 
4437) sebagaimana lelah drubah dengan Undang··Unaang Nomor 
8 Tahun 2005 ten tang Penerapan Per aturan Pemerintah Pengy,rnn 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 3699}: 
9. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2002 tentang !<.etef'l.i<:J,, 

t.istrikan (Lembaran Negara Repub\1k tndone sia Tal1L1n 2C:t2 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republrk .11dM1e>1a 
Nomor 4226); 

l 0. Undanq-Undanq Nomor 2 8 Tahun 2002 ten tang Banqunan 
Gedung (Lembaran Negara Repunlrk tnconesia Tahun 200.? 
Nomor 1 34, Tarnbahan Lernbaran Nes;ara Repuhli« rndonesc 

8. Undang-Undanq Nornor 23 Tahun l 997 teman9 K-::tcntuan·· 
Ketentuan Pokok Pengeloiaar. Lingkungan h1aup u.ernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Tarnbahan 

Nomor 34 Tahun 2000 (Lernbaran Negara Repubuk rndones!a 
Tahun 2000, Tambahan i.ernbaran N1:aari1 Rept:bl11< 1ridor.r.si:1 
Nomor 4048): 

Perrnukirnan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 
Nomor 23, Tambahan Lernbaran Neqara Republik lndonesta 
Nornor 3469); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3470): 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun l 992 tentang Penataan Rudnq 
(Lernbaran Negara Republik tndone sia Tahun 1 992 t-.iomor l i S. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3 SC/l ): 

7. Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 1 997 tentar.q Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tanun 
1997 Nomor 41. Tambahar. Lembaran Negara Republik Io done s!a 
Nornor 'l68S) sebacaimana telah rli,,l-.-..h denqan Undanc- I Ind·,,...,,., lfiV .) . ~Q.oill i ( 11 WIY•·'""'IJ ,~_ i 1aU..-:t•1:::, Utf\,.o~ .. :,~ 

4. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1992 tentanc Perurnahan dan 

Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Repubiik lndone sia 
Tahun 1960 Nomor l 04, Tambahan t.ernbar an Negara Repubuk 
Indonesia Nomor 2043): 

3. Undang-Undang Nomor 1 3 Tanun 1980 ten tang jalan (t.ernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 86); 

2. Undang-Undang Nemer 5 Tahun l 96{J ten tang Peraturan Das ar 



Jembrana Nomor l S}: 

Propinsi Bali Nomor 5); 
24. Peraturan Daer ah Kabupaten jernbrana Nornor 7 Tahun ]O!'t? 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten jembrana 

(t.embaran Daer ah Kabupaten Jembrana Tahun 2C02 Nornor 4 :,_;: 
2 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 200'-l 

tentang Bangunan (Lernbar an Daerah Kabupaten jernbrana Tahun 
2004 Nemer 1 5, Tambahan Lembar an Daerah Kabuoaten 

Propinsi Bali Tahun 2005 Nornor 7, Tambahan Lembaran :);1:~rah 

Umum; 
l 9.Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nornnr 2 Trthun 1987 ten tanc 

Pecioman Penyusunan Rencana Kota, 
20 Peraturan Menteri Negara Aqraria · Kf•pala Bad an Per tanahan 

Nasionai Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kerentuan Pelaksana.an 

Keppres Nomor SS Tahun ·1993; 
21. Keputusan Menteri Da!am Ncgcn Nemer 59 tentanq P~t~1rquk 

Pelaksanaan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 
22 Keputusan Menteri Pekerjaan Urnum Nornoi 02.KPTS 1 <ig-; 

tentang Pencegahan dan Penangguiangan Kl:'bakar2n p,idc: 
Bangunan-Bangunan Gedung; 

23.Peraturan Daerah Pr opinst Bali Nomor 3 Tahun 2005 t!?;1~an9 
Rencana Tata Ruang Wilayah Proptn sl Bali (t.embarar- D3.erah 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negc.ra Repuhlik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan t.ernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3838); 
1 7 .Keputusan Presiden Nomor 5 7 Tahun 1989 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah, 
18. Keputusan Presiden Nomor 5.5 Tahun i 993 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pernbarrqunan Untuk Kepentinqan 

l G.Peraturan Pemerintah Nemer 2 7 Tahun 1999 tentanq Anallsis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i 991 Nemer 44). 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun l 992 tentano Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor S Tahun 19g2 tentang Benda Caqar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 992 Noruor 
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nornor 
34 70); 

14. Peraturan Pemerintah Nemer 35 Tahun ! 991 tentano Sunqai 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daer ah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N0mor 1 26. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 , 

1 3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Fahun 1935 tentanq Jaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 985 Nornor 3 7, 
Tambahan Lembaran Negara Repub!il< lndonesta Nornor 3097)· 

12.Undang-·Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentanc Perimbanqan 



keterkaitan antara kegiatan yang rnernanfaatkan ruang dan kehijr)I,(,;-; ·· 

kebiiakan mengenai kawasan yang dilindunqi. penqembanqan kawasan 
budidaya, sistem pemukiman, sistem kegiatan pembangunan, jaringan 
prasarana, dan wilayah-wilayah yang dipriontaskan penqernbanqannva dalarn 
waktu rencana; 

8. Penataan Ruang adalah kesatuan proses perencanaan tata ruang. pemanfaatan 
dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

9. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang berist l<ebijaksana,1n 
dalam memanfaatkan muka bumi wilayah kota. ruanq di atasnva, ruanq d; 
bawahnya maupun sebagai pedoman pengarah dan pengendaii pembangunan. 

10. Rencana Tata Ruang Wilayah l<abupaten Jembrana yang selanjutnya distnqkat 
RTR IAi adalah ,nnra""' tata ruanq wilavah Kabuoatcn "nhd.r '"""•1••••,rl,,· ,..-, ' ,V\i ~ "u,, 1\;.91\... 11.:;., ._ , ~, '#"I y , t'\.U. V~-'"\\.'-,.ft WHI...C.••, t11\..Y•~)Le'\..;;,4wt,1 

terkart yang batas can sistemnva ditentukan secara administrat!l. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten jembrana: 
2. Pemerintah Dae rah adalah Pemerintah Kabupaten jembrana: 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jembrana: 
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn jcmbrana; 
5. Kawasan Core Budaya Kota Negara mi adalah salah satu kawasan potensiat di 

sepanjang koridor lalan utama Kota Negara yang merniliki funqsi senaaa. 
kawasan perdagangan wilayah, perbelanjaan lokal. pusat pemerintahan clan 
terminal regional serta terminal cargo: 

6. Tri Hita Karana adalah tiga unsur kesermbanqan nubunqan antara manusia. 
dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alarn 

lingkungannya yang dapat mendatanqkan kcsejahtcraan. kcdarna.an can 
kebahaqiaan baq: kehidupan manusia. Ketiga unsur tersebut aaalah. filo~of. 

yang menyangkut Parahyangan, tempat umat rnanusia untuk menohubunckan 
diri dengan Tuhan: Pawongan, tempat umat manusia untuk menghubungkan 
diri dengan sesama manusia; Palemahan, ternpar umat manusia 

menghubungkan diri dengan alarn lingl<ungannya; 
7. Wilayah adalah ruang kesatuan geograf1s, di dalamnya terrnasuk semua un sur 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN 
LINGKUNCAN (RTBL) CORE BUDAYA KOTA NEGARA 

MEMUTUSKAN: 

Rencana Detail Tata Ruang Kota Negara (Berita Daerah Kabupaten 
Jembrana Tahun 2006 Nomor l 5) 

')6 Peraturan Bupati 1,, .... ibrana Nomor 1 i: T:,i-,n.-. 1(\i;(.:. !-ant· .. , .. , "- • \U It U\.oll .... J\..11 t! ! I IVI t,) I U.lfir.AOl ~vv~ . .., \.\'. I(\~··~; 



:: ? . ?reservasi Jda!,::.r;. . . 

obyek, bangunan atau tempat dengan mempertahankan nilai historis d,tn 
budayanya; 

menqernbalikan dan rneninqkatkan wujud dan fungs: suatu kawasan, ~itL.:-;, 
berbaqai upava memeliha, a. pelestarian adalah 26. konservast atau 

berkumpul dan jalur pergerakan manusia; 
16. Lansekap adalah penataan kawasan melalui penanaman veqera\i vano dapat 

mernberi nilai tambah pada lingkungan balk secara esretis. psikoloqis , sosial 
maupun ekoiogis; 

i 7. Garis langit (sky iine) adalah garis maya yang terbernuk olen u_;ung - ujunq 
vertikal bangunan yang satu dengan bangunan lain disekttarnva. 

18. Banqunan adalah banqunan gedur:g vaitu wujud fisik hasil pekcrjaan kontruks: 
yang menyatu dengan ternpat kedudukannva, sebagiar. atau seluruhnva berada 
di atas dan ! atau di dalam tanah dan / arau air, vanq berfung.si ':>~haqai tempa~ 
manusia melakukan kegiatannya, balk untuk hunian arau iernpat tin.ggai. 
kegiatan keagamaan, kegiatan u saha, kegiatan sostal. bucava. maupun 
kegiatan khusus; 

l 9. l<oefisien Dasar Bangunan ya11g seianjutnya dtsebut KOB a<:iciii\h anqka yanq 
menunjukkan perbandinqan antara luas dasar banqunan d~n1}li1 tuas pet.'\k. 
atau persil: 

20. Koefisien Lantal Bangunan yang selaruutnva disrnqkat KLB adalah anqka vanq 
menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas 
persil; 

21. Garis Sempadan Bangunan yang seianjutnya disebut GSB adalah batas per:-,1i 
yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar banqunan 
terhadap as [alan: 

2 2. Fasade adalah tam pak a tau wajah bangunan; 
23. Fix Use adalah penggunan lahan secara khusus; 
24. Mix Use adalah penggunaan lahan campuran antara dua atau lebih kegiatan: 

25. Floating landuse adalah penggunaan lahan camouran dengan orientasi 
pengembangan vertil<al; 

jarak bangunan yang salinq berjaunan, dan merupakan wadah aknviras. temµJr 

pembangunan kota; 
13. xawasan acalah wilayah dengan funqs! utarna lindunq arau budioava: 
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan. ruanq lautan. dan ruano 

udara sebagai satu kesaruan wilavah, ternpat manusia dan makluk iainf!yd. 
hidup dan meiakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya: 

1 5. Ruang terbuka. adalah lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau denqan 

11. Rencana Detail Tata Ruane Kcta yang selanjutnva distnqkat RDTRK JdJiJh 

rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun uruu« 
menyiapkan perwujudan ruanq dalam rangka pelaksanaan nroqram-proqram 
pembangunan kota: 

• l 2. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebur RT8L ada.ah 
penjabaran dari rencana detail tata ruang kawasan perkotaan berupa renc.ina 
geometrik pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang disusun untuk 
perwujudan ruanq kawasan perkoraan dalam ranqka pelak san.ian 



a. ~Aer.gernbangakar. . 

Pengaturan RTBL bertujuan untuk: 
Pasal 4 

Maksud diselenggarakan RTBL ini adalah sebagai berikut. 
a. Pedoman penqembanqan kawasan Core Budava Kola Neq.ua yang hidup dan 

terbuka bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, ilmu penqetahuan dan pariwisara 
dalarn rona arsitektur dan lingkungan sebagai bagian dari budaya Bali; 

b. Landasan hukum bagi pelaksana program penataan banqunan dan linqkunqan 
kawasan Core Budaya Kota Negara. 

Pasal 3 

BAB u 
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
RTBL diselenggarakan berdasarkan 2 (dua) azas, yaitu: 
a. Pema.nfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu. berdava quna dan 

berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan: 
b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindunqan nukum. 

pencegahan suatu tempat atau bangunan dari perubahan atau kehancuran agar 
tetap sesuai dengan keadaan aslinya; 

28. Restorasi adalah bagian dari konservasi vanq berupa penqernbauan kondisi 

fisik bangunan keaslinya dengan cara mernasanq kernbail unsur un sur ~s!i 
yang hilang tanpa menggunakan bahan baru arau dengan rnernbuanq unsur ·­ 
unsur baru; 

29. Rehabilitasi adalah bagian dart kcnservasi yJrig berupa perbaikan da:~ 
pengembalian kondisi bangunan yang rusak atau menurun dengan rnenjaga 
nilai historisnya sehingga dapat berfungsi kembali: 

30. Adaptasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perubahan sebaqian k1:cii 
bangunan atau tempat - tempat agar dapat digunakan untuk funqsi baru vanq 
lebih diperlukan; 

31. Rekonstruksi adalah bagian dari konservasi yang herupa penqembalian suatu 
tempat atau banqunan semirip rnunqkin denqan aslinva dcnqan menggu~akan 
bahan baru yang telah diteliti; 

32. Demolisi adalah baqian dari konservasi yang berupa penqhancuran a tau 
perombakan suatu bangunan atau tempat kar ena tinqka: kerusakannva 
dianggap membahayakan atau karena tinqkat perubahannva dianggap sudah 
tidak sesuai iagi; 

33. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali kawasan. bangunan­ 
banqunan, jalan-jalan dan linqkunqan kunc denqan menerapkan fur:gs: baru 
dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonornt, 
sosial, pariwisata dan budaya. 

2 7 Preservasi adalah baqian dart konservas, y·,r,r• beruna ccmeuharaan A:,r, I• f .., V -u ~ t.J JI It t \.,..I ... f.4. f 4,i ,a~ ,,i'--1 t-"U. t,1'-'1~1'- f\.U L,..U.lt '-'IU,: 



Penvusunan Rencana . 

Lingkup Materi Perencanaan 
Pasal 9 

Sagiar. Ketlqa 

Peta rencana batas kawasan perencanaan sebagaimana dirnaksud dalarn Pt1sal 6 
tercantum da\am Lampiran 1 yanq merupakan baqian tidal< terplsahkan dar I 

Peraturan Bupati ini. 

Pasa! 8 

l<awasan Perencanaan sebaqaimana dimaksud da!am Pa sal 5 secarc adm.nistrat.! 
merupakan bagian dari Kelurahan Baler Bale Agung. l(e!urahan 8anjar Tenqah 
Kelurahan Pendem, Kelurahan Dauh Waru, Kelurahan Sanqkar acunq. Kelurahan 

t.otoan 6arat, oesa Batuagung, dan De sa Oangin Tukadaya. 

Pasal 7 

Luas dan batas kawasan perencanaan adalah sepanjanq kcridcr jalan urarna xota 

Negara yaitu koridor Jalan Udayana, Jalan A. Yani, Jalan Jendral Sudrrman, Iatan 
Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada denqan total panjanq ialan d Km ditambah 
dengan kawasan perekonomian di sekrtar Jalan Dr. Soetomo - Ngurah Rai deny-11: 
total Iuas wilayah studi seoesar 2.287 Ha. 

Pasal 6 
Luas dan Batas kawasan Perencanaan 

Bagian Kedua 

Kawasan Perencanaan rneliputi : 

a. Kawasan sepanjang koridor jalan utama Kata Negara yaitu koridor jalan Udayana, 
A. Yani, Sudirman, Hayam Wuruk dan Gajah Mada; 

b. Kawasan sepanjang koridor ekonomi yaitu koridor jalan Dr. Soetomo. dan 

Ngurah Rai 

BAB Iii 
RUANG LINGKUP PERENCANAAN 

Bag ian Pertama 

Kawasan Perencanaan 
Pasal 5 

ekonomi, soslal, budaya dan pariwisata yang bercirikan ar sitektural Bali dan 
lingkungan; 

b. Mencapai pemanfaatan ruang dengar. pola pemakaian knusus dan campuran 
• yang sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota dan ar an parkernbanqan kota: 
c. Mengembangkan kesadaran dan peran serta oemerrntan, swasta Clan masvarakat. 

a. Menqernbanqkan kawasan Core Budava Kota Negara sebaqai ousat keqiatan 
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Sumba sampai perternuan antara JI. Ngurah Rai ·· Jl. Havam Wuruk. 

n D , ..... i. Segmen IX berrnula dari per ernpatan J!. Ngurah R.1i - j!. Hasanuddin 

sarnpai perempatan JI. Kutal - JI. Hayam Wuruk - Ji. Sriwijava. 

f. Segmen VI bermula dari JI. Sriwijaya - JI. l<utai - JI. Havarn Wuruk -· JI. Sriwi.i,wa 
sarnpat pintu gerbang sebelah timur (JI. Gajah Mada). 

g. Segmen VII berada di sepanjang JI. Dr Soetomo dan JI. Gatot Subroto. 
h. Segmen VIII bermula perempatan JI. Gunung Aqunq - jl Gatot Subroto - Ji. 

Pahlawan sampai perempatan JI. Ngurah Rai ·· JI. Hasanusdin - [l. P. Surnba. 

e. Seqrnen V bermula dari J!. Patih jelantik -· Ji. Havarn wuruk ·· J!. Ngurah Ra.I 

(1) Pemanfaatan ruanq kawasan ditetapkan bcrdasarkan kompostsi t:in9si kawasan 
yaitu : 
a. Fungsi Hunian. 
b. Fungsi Perdagangan dan Perkantoran. 
c. Fungsi Rekreasi dan Budaya. 
d. Fungsi Peribadatan. 

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pad a ayat {1) terbaqi dalarn 9 
(sembilan) segmentasi wilavah yaitu: 
a. Segmen I, bermula dari awal pintu gerbang sebelah barat jalan Udavana 

sarnnai denqan oeremoatan JI. Anyellr - JI. A.Yant ·· JI. Kapt1:n Saestu Hadi 
(sepanjanq Jalan Udayana). 

b. Segmen II, bermula dari perempatan JI. Anyelir - J!. A.Yani ·· Jl- Kapten Saestu 
Hadi sampai perernpatan JI. Pahlawan - JI. A Yani - JI. Rajawau (sepanjang .JI. A 
Yani). 

c. Segmen HI bermula dari perernpatan JI. Pahlawan JI. A Yam ·· JI. Rajawali 
sampai perempatan JI. Sugianyar - JI..Sudirman - JI. Hasanudin. 

d. Segmen IV bermula dari perempatan JI. Suqlanvar - JI. Sudirrnan ·· JL 
Hasanudin sampai perempatan JI. Patih Jelantik - JI. Hayam Wuruk - JI. Ngurah 

Rai. 

BAB!\/ 
RENCANA PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Pertama 
Pembagian Segmen Wilayah Perencanaan 

Pasal 10 

d. xawasan olah raga dan rekreasi 

e. Terminal bus regional dan terminal Cargo/ bonqkar muat 
3. Penentuan zona pemanfaatan ruang (lima zona prioriras dan nqa lokasi di kondor 

Jalan Utama Kota Negara). 

terdiri dari: 
1. Pengembangan penggunaan iahan di seluruh kawasan Kota Neqara: 
2, Pengembangan kawasan prioritas, antara lain: 

a. Kawasan perdagangan witavah 
b. Pusat perbelanjaan tokal 
c. Taman kota 

Pcnvusunan Rencana Tata Sangunan dan Linqkunqan Core Budava Kcta NegM ~ 



Baqian Ketiqa . 

Peta rencana pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal ! 2 
rercanturn dalam Lampiran 3 yang merupakan baqian ridak terpisahkan dJ.ri 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

menunjang pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masvarakat di sekuar Cuna 
lahan berupa perkantoran yang sudah ada tetap dipertahankan. 

(2) Koridor Jalan Ahmad Yani (Segmen II), direncanakan dengan konsep floating tsnd 
use dengan orientasi pengembangan vertikal. Rencana pengggunaan lahan 
diperuntukkan untuk mempertahankan guna lahan yang sudah ada dar 
pengembangan mix use antara permukiman dengan perdaqanqan dan ja~,1. 

(3) Koridor Jalan Sudirman (Segmen l!I dan IV), rencana penqqunaan !.1h.u: di .. uahk.1;-; 

guna lahan untuk kawasan perkantoran. perdaqanqan retail. perdaqanqan vanq 
mendukung keberadaan pasar reqional serta keqiatan perdauanqan dan iasa 
yang tebih mendukung kegiatan ekonorm dan panwisata Kota Negara. 
Sedangkan guna lahan pemerintahan, peribadatan dan olahraga rekreasi 
diarahkan untuk menggunakan konsep fix use. 

(4) Koridor Jalan Hayam Wuruk - .Gajah Mada (Segmen V dan V!), direnc.anakan untuk 
penggunaan lahan campuran antara perrnukiman denqan perdaqanqan dan IJ.'.'.il. 
Permuldman yang ada tetap dipertahankan dengan konsep r,x use. Laban belurn 
terbangun di bagian akhir segmen VI tetap dtpertahankan sebaqa: kawasan 

hijau. 
(5) Koridor Jalan Gatot Subroto (Segmen VII), direncanakan penqqunaan tahan 

perdagangan dan jasa dengan konsep bangunan floating tsnduse dengan 

orientasi pengembangan vertikaL Permukiman yang ada dapar dikembangkan 
dengan konsep mix use antara rumah dengan perdaqanqan atau jasa, 

(6) Koridor Jalan Ngurah Rai (Segmen VIII dan IX), khusus untuk seqmen VF! 
diarahkan untuk fix use untuk perdaqangan retail dan qrosir skaia reqicnal can 
kota. Segmen IX diarahkan untuk penggunaan lahan perdaqanqan dan 
permukirnan campuran dengan konsep bangunan floating lsnduse dengan 
orientasi pengembangan vertikal. Sedangkan sarana kesehatan, pendidikan dan 
perkantoran dipertahankan seperti kondts: eksrstinq. 

untuk percaqanqan dan jasa yang lebih rnendukunq keberadaan terminal dan 

Baqian Kedua 
Rencana Penggunaan Lahan Wilayah Perencanaan 

Pasal 12 
(1) Koridor Jalan Udayana (Segmen I), direncanakan ststern penggunaan lahan t:x 

use. Lahan yang belum terbangun pada bagian sisi barat sekltar 300 meter 
dipertahankan untuk kawasan hijau. Direncanakan juga pembangunan terrnmal 
penumpang dan terminal kargo. Lahan yang belum terbangun direncanakan 

Pasa! 11 

Peta rencana pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal JO 
tercantum dalarn Lampiran 2 yang merupakan baqian tidak teroisahkan dart 
Peraturan Bupati ini. 



b.Bangunan dengan . 

Pasal 16 
Rencana Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koeftsien Lantai Bangunan (i(L.E} 
ditetapkan sebagai beikut: 
l. Bangunan pada segmen I (Koridor Jalan Udayana) 

a. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksimal 50% dengan KLB 
maksimal l 00% 

Bagian Keempat 
Rencana Wujud Bangunan Wilayah Perencanaan 

Pasal l 5 
Rencana ketinggian maksimum bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan 
terhadap jalan, daya dukung lahan terhadap bangunan, skala dan pr opor si. serta 
tidak berdampak negatif terha.dap lingkungan. Ketinggian lantai banqunan retao 
mempertahankan konsep tradisional Bali dimana ketinggian bangunan tidak 
melebihi ketinggian pohon kelapa atau 15 meter kecuali tower dan tempat ibadah. 

Bagian Ketiga 
Rencana Perpetakan Lahan Wilayah Perencanaan 

Pasal 14 
l. Koridor Jalan Udayana (Segmen I), Arahan perpetakan lahan pada klasifikasi IV 

(Kapling sedang) dengan luas 2 50-600 m?. dan klasiflkasi v (Kapling kecil) 
dengan luas l 00-250 m>, Tetap mempertahankan kapling · kapling klasifika::;i II 
dan kapling klasifikasi Ill yang telah ada. Rencana perubahan kapling lahan 
sedang menjadi kapling blok dengan adanya rencana pembangur.an terminal 
penumpang regional dan terminal kargo. 

2. Koridor Jalan Ahmad Yani (Segmen 11), Arahan perpetakan lahan pada klasifikasi 
Ill (Kapling besar) dengan luas 600-1.000 m2 dan IV (Kapling sedanq) dengan 
luas 250-600 m>, dengan tetap mempertahankan kapling blok yang ada. 

3. Koridor Jalan Sudirman (Segmen Ill dan IV), Arahan perpetakan lahan pada 
klasifikasi Ill (Kapling besar) dengan luas 600- l .000 m-~ . klasifikasi IV (l<apiing 
sedang) dengan luas 2 S0-600 mz dan klasifikasi V (Kapling kecil) dengan luas 
100-2 SO mi. Rencana perubahan dari kapling sedang menjadi kaplinq blok 
terkait dengan adanya rencana pembangunan pusat perdagangan wilayah dan 
rencana pembangunan twin tower. 

4. Koridor Jalan Gajah Mada > Hayam Wuruk(Segmen V dan VI), Arahan perpetakan 
lahan pada klasifikasi V (Kapling kecil) dengan luas l 00-250 m~ serta tetap 
mempertahankan bangunan kapling sangat besar dan kapllng besar yany sudah 

ada. 
5. Koridor Jalan Ga tot Subroto - Dr. Soetomo (Segmen VII). Arahan perpetakan 

lahan pada klasifikasi Ill (Kapling besar) dengan luas 600-1 000 m-·· dan 
klasifikasi lV (kapling sedang) dengan luas 2 50-600 m> serta tetap 
mempertahankan kapling blok dan kapling sangat besar yang ada. 

6. Koridor Jalan Ngurah Rai (Segmen VIII dan IX), Arahan perpetakan lahan pada 
klasifikasi IV (kapling sedang) dengan luas 2 50-600 m,: dan ktaslfikas! V (kapim~.j 
kecll) dengan luas l 00--250 m::- serta tetap mernpertahankan l<aplin9 b!~lk. 

kapling sangat besar dan kapling besar yang ada. 



a. Bangunan dengan . 

maksimal 1 00% 
e. Bangunan dengan fungsi fasilitas um um dan fa~ilita~ sostal l(DB maksrma I 

60% dengan KLB mal<simal 120% 
5. Bangunan pada segmen VII (Koridor Jalan Dr. Soetomo) 

a. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksimal 4 5% dengan KLB 
maksimal 13 5% 

b. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 75% dengan i(LG 
maksimal 22 5% 

c. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimal 70% dengan KLB maksimal 21 C,<J(. 

6. Bangunan pada segmen VIII dan IX (Koridor Jalan Ngurah Ral) 

a. Bangunan dengan fungsi perurnahan KDB mak stmal 60% dengan KL8 
maksimal 120% 

b. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB mak sirnal 70% dengan l<LS 
maksimal 21 0% 

c. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimal 60% dengan KLB maksima/ I 80~<S 
d. Ban gun an dengan fungsi pernerintahan l(DB maksimal 50% dengan l<LB 

c. Bangunan dengan fungsi jasa KOB maksimal 60% dengan KLB rnaksirnal 1 20% 
d. Bangunan dengan fungsi pemerintahan KDB maksimal 55% dengan !<LB 

maksimal 11 0% 
e. Bangunan dengan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosral KDB maksimal 

60% dengan KLB mak simal 120% 
3. Bangunan pada segmen Ill dan IV (Koridor Jalan Sudirman) 

a. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksimal 60% der.gan KL3 
maksimal 120% 

b. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 75% denqan KU3 
maksimal 300% 

c. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimal 60% dengan KLB maksimal 240% 
d. Bangunan dengan fungsi pemerintahan KDB maksimal 55% dengan KLB 

maksimal 220% 
e. Bangunan dengan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial KDB maksima! 

60% dengan KLB maksimal l 80% 
4. Bangunan pada segmen V dan VI (Koridor Jalan Gajah Mada - Hayam WurukJ 

2. Bangunan pada segmen ll (Koridor Jalan A. Yani) 
a. Bangunan dengan fungsi perumahan KDB maksimal 55% dengan KLB 

maksimal l 10% 
b. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB maksimal 70% dengan KLB 

maksimal 210% 

b. Bangunan dengan fungsi perdagangan KOS maksimal 6 5% denqan KL.B 
maksimal 260% 

c. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimal 55% dengan KLB maksimai i 65% 
d. Bangunan dengan fungsi pemerintahan KDB maksimal 50% denqan KLB 

maksimal l 50% 
e. Bangunan dengan fungsi industri KDB dan KLB maksimal 50% 
f. Bangunan dengan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial KDB maks.ma: 

5 5% dengan KLB rnaksimal 110% 



2.Luas lantai. . 

Pasal t 9 
Luas bangunan merujuk pada ketentuan KDB dan KLB yang diusulkan: 
l. Rumah tinggal biasa rencana luas bangunan sebagai benkut: 

a. Luas kapling 200 m2 kebawah (jumlah lantai maksimum 2 lantai): 
1. Luas lantai dasar memiliki luas maksimum 50% dari luas kaplinq; dan 
2. Luas lantai dua memiliki luas maksimum 100 % dari luas lantai dasar. 

b. Luas kapling antara 201- 600 m2 (jumlah lantai maksimum 2 lantai): 
l. Luas lantai dasar memiliki luas maksirnum 40% dari luas kapling: dan 
2. Luas lantai dua memiliki luas maksimum l 00% dari luas lantai dasar 

c. Luas kapling lebrh dari 600 m2 {jumlah lantai makstmurn 2 lantai}: 
1. Luas lantai dasar memiliki luas maksimum 30 % dart luas kapling; dan 

Pasal 18 
Rencana garis sempadan bangunan terhadap sungai (sempadan sungai): 
1. Minimal 10 meter dari tepi sungai di luar kawasan perkotaan: 
2. Minimal 4 meter dari tepi sungai dalam kawasan perkotaan tidak berranggul; dan 
3. Minimal 3 meter dari tepi sungai dalam kawasan perkotaan bertanggul. 

Pasal 17 
Rencana garis sempadan bangunan dibedakan menjadi sernpadan muka bangungan, 
dan sempadan samping bangunan yang ditetapkan sebagai berikut: 
l. Rencana garis sempadan muka bangunan pada jatan Udayana antara S. '-; - 1 1 

meter; Jal an A. Yani dan Jalan Sudirman 9,5 - 14 meter: jalan Gajah Mada. hty,un 
Wuruk, DR. Soetomo dan jalan Gatot Subroto 9,5 meter; jalan Ngurah Rai 11 
meter. 

2. Garis samping pada bangunan inti, persil bangunan yang lebarnya 1 O meter ke 
bawah tidak dikenakan Garis Sempadan samping bangunan tetapi harus 
mengikuti ketentuan KOS dan mendapat persetujuan tetanqqa terdekat. 
Sedangkan persil bangunan yang lebarnya lebih dari 10 meter dikenakan garis 
sempadan samping bangunan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Bangunan l lantai dikenakan sempadan samping bangunan minimal 2 meter 
b. Bangunan 2 lantai dikenakan sempadan samping bangunan minimal 3 meter 
c. Bangunan 3 lantai dikenakan sempadan samping bangunan minimal 4 meter 
d. Bangunan 4 lantai dikenakan sempadan samping bangunan minimal 7 meter 

3. Garis Samping pada Podium 
a. Podium adalah bagian bangunan yang letaknya paling dekat dengan jatan 

utarna maupun jalan lingkungan. Sedangkan banqunan inti adalah banqunan 
utama yang berada di belakang podium, urnurnnva bangunan menara {towe1j; 

b. Podium bangunan diusulkan tidak dikenakan Garis Sernpadan samping agar 
kesinambungan bangunan ·yang satu dengan yang lain tetap terjaga, terutarna 
pada street arcade. Lebar podium minimal Vi tingginya, dan maksimal sarna 
dengan tinggi podiumnya. 

a. Bangunan dengan fungsi perdagangan KDB maksirnal 75% dengan KL6 
maksimal 300% 

b. Bangunan dengan fungsi jasa KDB maksimal 70% dengan KLB maksirnal 280% 



Le bar dan panjang . 

Pasal 20 
Besaran masa bangunan diusulkan sebagai berikut: 
1. Pada bangunan berlantai satu (tidak bertingkat) 

Lebar dan panjang bangunan tidak dibatasi minimalnya 
2. Pada. bangunan berlantai dua 

Lebar dan panjang bangunan utama sekurang-kurangnya 4 m 
3. Pada bangunan berlantai 3 

Lebar dan panjang bangunan utama sekurang-kurangnya 6 m 
4. Pada ba.ngunan berlantai 4 

2. Luas lantai dua memiliki luas maksimum l 00% dari [uas lantai dasar. 
2. Rumah tinggal yang bergabung pada bangunan toke dan kantor. luasnva 

dibatasi maksimum 30% dari total luas lantai. Untuk bangunan vane luasnya 
60Qmz keatas luas maksimum rumah tinggal 180m2 atau luasnva dibatasi 
maksimum 1 5% dari total luas lantai. 

3. Bangunan kantor terdiri dari Kantor Pemerintahan dan Kantor Swasta: 
a. Pada bangunan kantor pemerintah (jumlah lantai maksimum 4 !antai): 

1. Luas lantai dasar, maksimum 55% dari luas kaplinq; dan 
2. Luas lantai dua maksimum 100% dari luas !antai dasar. 

b. Pada bangunan kantor swasta (jumlah lantai rnaksimurn 4 lantai): 
l. Luas kapling 200 m2 kebawah, luas lantai dasar rnakstrnurn 60% dari luas 

kap!ing dan luas !antai dua maksimum l 00 % dari luas lantai dasar; dan 
2. Luas kapling lebih dari 200 m>, luas lantai dasar maksimurn 40% dari luas 

kapling dan luas Jantai dua maksimum 100 % dari luas lantai dasar. 
4. Bangunan Pertokoan: 

a. Pada Pertokoan yang terletak di daerah padat: 
1. Luas lantai dasar maksimum 75% dari luas kavling; dan 
2. Luas lantai dua maksimum 100 % dari luas !antai dasar. 

b. Pada Pertokoan di daerah dengan kepadatan sedang: 
1. Luas lantai dasar, maksimum 4 5 % dari luas kavling; dan 
2. Luas lantai 2 makslmum 100% dari luas lantai dasar. 

S. Bangunan Industri/ Skala Pelayanan Sedang (jumlah lantai maksimum 2 lantai), 
luas lantai dasar maksimum 50% dari luas kapling dan luas lantai dua mak simurn 
l 00 % dari luas lantai dasar. 

6. Bangunan-bangunan Umum: 
a. Bangunan Peribadatan, luas lantai dasar maksimum 50 % dari luas per sil: 
b. Gedung pertemuan umum, dan balai umum: 

1. Luas lantai dasar, maksimumSO % dari luas perstl: dan 
2. Luas lantai 2 maksimum 100% dari luas lantai dasar. 

c. Klinik, gedung yatim piatu, latihan kebugaran dan lembaga kesejahteraan 
lainnya: 
l. Luas lantai dasar maksimumm 50% dari tuas oersil: dan 
2. Luas lantai 2 maksimum l 00% dari lantai dasar. 

d. Bangunan Pendidikan: 
l. Luas lantai dasar , maksimum SO% dari luas persil'. dan 
2. Luas lantai 2 maksimum 100% dari iuas lantai dasar. 



P.:tsa! 25 . 

Pasal 25 
Rencana parkir harus berorientasi terhadap kepentingan pejatan kaki, mernudahkan 
peialan kal<i untuk mendapatkan mcda. mernudahkan aksesibilitas dan tidak 
mengganggu srrkulasi kendaraan lain. 

(l ).Pedestrian/trotoar pada wilayah perencanaan harus mernbertkan kenvamanan 

dan kemudahan pejalan kaki dalam bergerak denqan cukuo rerlindunc cl<1P ialu 
lintas kendaraan. 

(2).Pedestrianitrotoar harus bebas dari hambatan dan qanqquan vane diset)ab1<a:1 
oleh ruang yang sempit seperti adanya PKL dan parkir rnaupun kondisi 
permukaan pedestrian yang naik turun terlalu tinggi. 

(1 ).Jalan-jalan di Kawasan Perericanaan harus dilengkapi dengan lansekap, 
pertandaan, perabot jalan dan patok penqaman bagi peialan kaki. 

{2).Ruang Jalan di Kawasan Perencanaan harus bebas s scara maujud (visual) dari 

prasarana. 
(3).Berdasarkan analisis secara morfologi sepanjang koridor wiiavah PC!u 

penambahan bahu jalan antara 1,5 - 3 meter dan median jalan. 

Pasal 23 

Prasarana 
Pasal 22 

(1 ).Pemerintah menyediakan Prasarana umum di Kawasan Perenc anaan yang terdiri 
dari: 
a. jalan Umurn: 
b. Air Bersih; 
c. Drainase; 
d. Sanitasi; 
e. Jaringan Listrik; dan 
f. Jaringan Telepcn: 

(2).Pemilik dan / atau penghuni diwajibkan : 
a. Menyediakan dan memelihara larnpu peneranqan banqunan, 
b. Menjaga kebersihan keindahan dan ketertiban linqkunqan: dan 
c. Berperan serta rnemelihara dan menjaga prasar ana dan sarana sebaqairnana 

dimaksud ayat (I). 

Baqian Kelima 

Pasa! 21 
Peta rencana intensitas bangunan kawasan sebagaimana dimaksud Pasa: 16, Pasa! 
17. dan Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan baqiar. . .. 

tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini. 

Lebar dan panianq banqunan utarna sekuranc- kuranqnva 8 rn 



2 .S1g11age . 

Bagir1 Keer am 
Ele.men Pemb rituk Lingkungan 

P~'. "\i 30 
Elemen pembentuk lingkungan pada wil,~ perencanaan dibedakan menjadi 
l. Street furniture, yang terdiri dari tvlep« umum, shelter. ternpat sampah, halre , 

lampu penerangan, ternpat penvel .. .nqa n dan pas polisi; dan 

Pasal 29 
Jaringan Listrik menggunakan sistern jaringan kabel bawah tanah, dengan arahan 
sebaqai berlkut. 
I. Memanfaatkan jaringan listrik yang sudah ada dan tetap mernpertahankan 

tegangan menengah sebagai pemasok kebutuhan kondor; 
2. Mengatasl gangguan visual kabel udara, diusulkan penyelesaian sebaqai berikut: 

a. Pada tahap awal, langkah yang bisa dilakukan adalah merapikan jaringan 
kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun yang menyeberangi jalan, anrara 
lain dengan penyeragaman posisi tiang dan merapikan kabel yang semrawut. 
Kabel udara yang menveberanqi jalan di.syaratkan mempunyai ringgi 
minimum 1 S m atau lebih di aras permukaan jalan: 

b. Mengganti kabel udara yang tr:'...1~: habis masa pakainva denqan kabel tanah 
yang pelaksanaannya disesuaikan denqan program PLN, sehingga jarlnqan 
listrik di sepanjang jalan utama k ·1ta dalam jangka panjang rnenqqunakan 
sistem kabel tersembunyi di dalam taiah; dan 

c. Sistem kabel tersembunyi di r.. 'am ranan tidak ditemparl<an pada deretan 
yang sama dengan jaringan ai. bersih untuk itu perlu adanya koordinasi 
dengan pihak terkait yang juga mencqunakan sistem kabel tersernbunvl di 
dalam tanah dari PT. TELKOM. 

Pasal 28 
Ren can a jaringan drainase diatur sebagai berikut: 
l. Saluran pembuangan air hujan direncanakan dengan mernperhatikan ropoqrafi. 

dan 
2. Mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi saluran drainase yang sudah ads 

pada wilayah perencanaan. 

Pasal 27 
J~ringan Air Bersih di Kawasan Perencanaan ditetapkan sebagai berikut 
1. Sistem jaringan air bersih pada wilayah perencanaan merujuk sepenuhnya paoa 

sistem jaringan air bersih menu rut rencana kota: dan 
2. Penempatan jarinqan air bersih diupavakan agar tidak berada dalam der etan 

yang sama dengan jaringan listrik dan telepon yang menggunakan jaringan 
kabel bawah tanah. 

Pasal 26 

Peta Rencana Sirkulasi, Median, Pedestrian dan Morfologi jalan sebaqaimar.a 
dimaksud Pasal 23, Pasal 24, dan Pas al 25 tercantum daiarn Lampiran 4 yang 
rnerunakan baqian tak terptsahkan dari Peraturan Bupati. 



2. Jarak penempatan . 

Pasal 34 
Rencana penataan lampu penerangan jalan, antara lain: 
l. Penyeragaman ketinggian iampu penerangan jalan pada tiap-tiap ruas jalan: 

Pasal 33 
Rencana penataan tempat sampah diarahkan sebagai berikut: 
1. Perlu penyeragaman bentuk dan besaran tempat sampah yang berada dalam 

satu koridor jalan; 
2. Setiap pembangunan baru, harus dilengkapi dengan tempat pembuangan 

sampah yang ditempatkan sedemikian rupa untuk peningkatan kualitas 
lingkungan; 

3. Penyediaan tempat sampah agar mempertimbangkan segi estetika, terutarna 
yang dapat menciptakan identitas lingl<ungan; dan 

4. Dipisahkan antara tempat sampah kering dan sampah basah. 

Pasal 32 
Rencana penataan shelter diarahkan sebagai benkut: 
l , Bentuk dan jenis shelter yang diusulkan ada tiga alternatif, yaitu shelter yang 

beratap, shelter yang tidak beratap dan berupa rambu-rambu: 
2. Penempatan shelter dilakukan dengan mengadakan survey terleblh dahulu pada 

lokasi-lokasi potensial tempat simpul distribusi pergerakan peja!an kaki yang 
akan melakukan perpindahan moda angkutan; 

3. Bentuk dan tampilan shelterdirancang sedemikian rupa sehingga tidak menutup: 
dan mendominasi bangunan di lingkungan sekitarnya; 

4. Bentuk dan tampilan shelter dirancang sedemikian rupa sehingga memrlrkl 
desain yang khas yang akan memperkuat karakter kawasan: dan 

5. Memperjelas identitas shelter agar rnudah dikenali, terutarna pada ternpat­ 
tempat pemberhentian angkutan. 

Pasal 31 
Rencana penataan telepon umurn diarahkan sebagai berikut. 
l. Ditempatkan di lokasi yang tidak langsung terkena matahari dan hujan: 
2. Memberikan space yang agak lebih leluasa dengan mengadakan bukaan ke 

dalam dan apabila diperlukan dapat diberikan bangku-bangku tarnan unruk 
dipakai sebagal ruang tunggu dan juga ruang untuk parkir kendaraan berrnotor: 

3. Kecuali yang menyatu dengan box telepon agar tidak diternpatkan di daerah 
farangan parkir atau larangan kendaraan berhenti kendaraan; 

4. Ditempatkan dalarn jangkauan pencahayaan penerangan urnurn agar bisa 
digunakan pada malam hart: dan 

5. Agar tidak terjadi turnpang tindih, penempatan fasilitas-fasilitas sernacarn ini 
sebelumnya perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait (antara lain 
Dinas Pekerjaan Umum, PT. Telkom, Perum Pos dan Giro, PLN, dan fain 
sebagalnya). Perabot Jalan harus disediakan sesuai peruntukkan ruangnya da.n 
didesain secara kontekstual. 

2. Signage, yang terdiri dari reklame dan rambu lalu lintas 



1. Reklame . 

Pasal 38 
Rencana penataan reklame di wilayah perencanaan, an tar a lain: 

Pasal 37 
Peta street furniture sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 tercantum dalarn 
Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 36 
Rencana penernpatan pos polisi adalah sebagai berikut: 
l. Pos Polisi diletakkan pada sudut jalan yang sedernikian rupa sehingga dari posrs: 

tersebut dapat melihat den.gan leluasa keseluruhan arah jalan vanq harus 
dikuasainya; 

2. Pos polisi juga tidak menutupi bangunan yang ada dibelakangnya. Apabila d1 
dalam pembangunannya dimungkinkan adanya sponsor yang berupa papan 
lklan, hendaknya penempatan iklan tersebut menjadi satu kesatuan de sarn 
dengan pos polis: tersebut. Jangan sampai tampilan dari iklan ter sebur 
mendominasi bangunan pos, untuk itu diusulkan maksimurn 20% dart luas 
bidang tampak pos polisi lalu llntas yang boleh ditempatkan papan iklan: 

3. Pos polis! lalu lintas dilengkapi dengan lampu penerangan a tau diternpatkan 
dalam jangkauan pencahavaan lampu oeneranqan jalan , sehingga btsa 
difungsikan pada malam hari; dan 

4. Cukup tersedia ruang terbuka untuk penempatan kendaraan petugas, 
penempatan dan sirl<ulasinya jangan sampai mengganggu lalu lintas kendaraan 
yang lewat. 

Pasal 35 
Rencana penataan bis surat, antara lain: 
1. Diternpatkan di Iokasi yang tidak langsung terkena matahari dan hujan: 
2. Penempatan bis surat harus tersedia ruang untuk ternpat berhenti Sepeda motor 

dan mobil: dan 
3. Letak bis surat sebaiknya diletakkan pada kawasan yang padat aktlvitas. seperti 

daerah permukiman. 

2. Jarak penempatan lampu untuk jalan-jalan utama rnaksimal adalah 40 meter. 

sedangkan untuk lampu skala pejalan kaki ditempatkan dengan jarak 20 meter; 
3. Lampu penerangan agar tidak digunakan untuk menempatkan reklame temper, 

spanduk, selebaran atau yang lainnya, yang sifatnya meru sak keindahan lampu; 

1· Sumber tenaga lampu penerangan jalan agar dipisahkan dengan kapiing 
sekitarnya, sehingga pada saat terjadi pemadaman listrik total, iampu 
penerangan jalan masih tetap bisa menyala; 

S. Lampu harus ditempatkan sehingga pola lampu saling bertumpang tindih pada 
ketinggian 7 kaki atau 2,2 5 meter, yang cukup tinggi untuk meneranqi baclan 
orang secara vertikal; dan 

6. Pada tempat berbahaya. seperti perubahan perrnukaan tanah yang nba-tiba, 
maka diperlukan penerangan pelengkap yang ketinggiannya lebih rendah atau 
tambahan lampu atas. 



(4). Ruang Terbuka . 

( 1 ).Ruang Terbuka terdiri dari: 
a. Ruang Terbuka di luar kavling/blok 
b. Ruang Terbuka di dalam kavlinq Zblok 

(2).Ruang Terbuka di luar kavling /blok sebagaimana dimaksud avat (l ) huruf a. 
terdiri dari: 
a. Semua jalan 
b. Boulevard; median jalan 

{3). Ruang Terbuka di luar kavling iblok sebagaimana dimaksud ayat (2) dapar 
dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta merupakan elernen keindahan kota. 

Bagian Ketujuh 
Ruang Terbuka dan Penghijauan 

Pasal 41 

Pasal 40 
Peta rencana signage sebagaimana dlmaksud Pasal 30 ayat 2 tercantum dalarn 
Lampiran 6 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 39 
Rencana penataan rambu tatu lintas, antara Jain: 
1. Mempertahankan rambu-rambu yang sudah ada; 
2. Rambu-rambu agar tidak diletakkan di tengah-tengah trotoar-pedestrtan: 
3. lnformasi rambu harus jelas bagi pemakai jalan dalam berorientast (khusu snva 

bila ingin dipasang lebih dari-s atu rarnbu laiu Iintas): 
4. Penempatan harus dapat dilihat dengan jelas bagi pernakai jalan: dan 
S. Perlu adanya pemeliharaan terhadap rambu-ra.mbu yang telah terpasang. 

1. Reklame terdiri dari reklame tiang, reklame pada fasade banqunan. icon, 
spanduk umbul-umbul, dan baliho. Papan nama terdiri dart papan nama diatas 
tiang, menernpel pada bangunan, menempel pada pagar: 

2. Penempatan reklame pada wilayah perencanaa.n umurnnya di\empatkan pada 
bagian muka bangunan, petataran parkir, perempatan dar. pertigaan jalan yang 
pemasangannya memakai lahan trotoar; 

3. Pemasangan dan penempatan reklame dititikberatkan pada unsur esteuka dan 
unsur komersialnya, dan lebih banyak menggunakan reklame larnpu untuk 
menghidupkan suasana di malarn hari; 

4. Ukuran reklarne perlu dibatasi sedemikian rupa agar tidak menutupi sebaoian 
besar tampilan bangunan atau mendominasi fasade lingkungan sekitarnya; 

S. Reklame tempel dan reklame dinding agar dipasang pada bidang dinding. Tidak 
dipasang menutupi jendela, pintu atau atap bangunan. Prinsipnya aclalah 
reklame dirancang sebagai bagian dari bangunan, bukan mendominasi 
bangunan (maksimal, hanya 20% saja dari bidang muka bangunan yang boleh 
tertutup papan reklame): dan 

6. Penempatan lokasi pada koridor-koridor jalan dirancang agar tidak saling 
berhimpitan atau saling menutupi satu dengan yang lainnya. sehingga informasi 
satu dengan yang lain bisa terbaca oleh pengarnat. 



Pasat 47 . 

Pasal 46 
Pengawasan dan pengendaiian pelaksanaan RTBL Core Budaya kota Negara 
dilakukan oleh Bupati sesuar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Pengendalian Rencana Kota 

Pasal 45 
(1 ).Kegiatan monitoring merupakan kaji banding antara fakta (kondisi yang ada atau 

sedang berkembang pada wilayah perencanaan) dengan tujuan (kondisi yang 
diharapkan, yang ditetapkan dalam RTBL). 

(2).Kegiatan monitoring dilakukan oleh: 
a. BAPPEDA Kabupaten Jembrana, sebaga: koordinator perencanaan 

pembangunan: 
b. Dinas PULH Kabupaten Jembrana; 
c. Badan Pertanahan Nasional; dan 
d. Dinas/ lnstansi lainnya yang terkait. 

(3).Kegiatan monitoring dapat ditempuh melalui instrumen ijin penggunaan tanah 
dan bangunan. 

BAB V 
PENGENDALIAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN 

Bagian Pertama 
Sumber Pembiayaan Pembangunan 

Pasal 44 
Pembiayaan pembangunan di sepanjang korrdor Core Budaya Kota Negara 
direncanakan sebagai berikut : 

l. Pembiayaan dari Pemerintah Pusat; 
2. Pembiayaan dari Pemerintah Daer ah; 
3. Pembiayaan dari dana BUMN/BUMD; 
4. Pembiayaan sumber lain (plnjarnan, komersial perbankan, obligasi Daerah): dan 
5. Pembiayaan dari swasta. 

Pasal 43 
Peta Rencana Tata Hijau untuk peletakan tanaman sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 42 tercantum dalam lampiran 7 yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 42 
J.enis tanaman yang dapat ditanam pada ruang terbuka ada\ah 
l . Tanaman yang berfungsi sebagai pohon peneduh, estetis, penyejul< dan 

penyaring udara; 
2. Tana man hias didalam pot. 

(4).Ruang Terbuka di dalam kavling/blok sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b 
berada didalam dan diluar bangunan dafam wilayah bangunan prtbadi. 



Bab VIII................ .. .. 

BAB VII 
PENGHARGAAN 

Pasal 51 
(1 ).Setiap orang dan / atau badan yang melaksanakan segala ketentuan yang diarur 

dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah. 
(2).Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur lebih lanjut dengan 

l<eputusan Bupati. 

Pasal 50 
Dalam pengendalian pemantaatan kawasan , pet an serra masvarakat dd.paL 

berbentuk : 
1. Pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan Core Budaya Kota Negara, termasuk 

pemberian informasi atau lap or an pelaksanaan pernanfaatan kawasan, dan ; 
atau; dan 

2. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan 
kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan kawasan. 

Pasal 49 
Dalam kegiatan penataan kawasan, masyarakat wajib : 
1. Berperan serta dalam memelihara kualitas kawasan; 
2. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan. pemanfaatan 

dan pengendalian pemanfaatan; dan 
3. Mentaati rencana tata kawasan yang tel ah ditetapkan. 

BAB VI 
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 48 
Dalarn kegiatan penataan kawasan Core Budaya Kota Nega.ra, masvarakat berhak: 
1. Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian; 
2. Mengetahui secara terbuka RTBL Core Buda ya Kota Negara; dan 
3. Menikmati manfaat kawasan dan / atau pertambahan nilai kawasan sebaqai 

akibat dari penataan kawasan. 

Pasal 47 
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan RTBL Core Budaya Kota Negara dilakukan 

melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi. 
(2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RTBL Core Budava Kota Negara dilakukan 

melalui perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pernertntah Oaerah. 
(3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pernbanqunan dan : atau 

pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini menjadi wewenang 
dan tanggung jawab Dinas/lnstansi yang berwenang. 



SERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 19 

l KET TMIKA 

Diunda, gkan di Negara 
pada t nggal 16 Mei 2007 
SEKR ARI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

Ditetapkan di Negara 

pada tanggal l 5 Mei 2007 / 

~UP~EMBRANA ~ 

~lt~EWI~ 

Pasal 55 
Peraturan Bupati lnl berlal<u pada tanggal diundangkar.. 
Agar supaya setlap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanyan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten jembrana. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 54 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan yang bertentangan dengan 

Peraturan Bupati 1n1 selambat-lambatnya dalarn janqka waktu 3 (t,9.:1) tahun haru­ 
menvesualkan. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasaf 53 
RTBL Core Budaya Kota Negara dijelaskan lebih rinci dalam buku Rencana dan 
Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in]. 

BAB VIII 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 52 
Terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini : 
l · Bupati berwenang mernerlntahkan untuk : 

a. menghentikan pekerjaan dan/atau menyegel penggunaan sebaqian atau 
seluruh bangunan, bangun-bangunan, instalasi dan perlengl<.apan bangunan 

b. membongkar dan,!atau membangun kernbali se sual ketentuan bangunan 
2. Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa maka biaya pernbonqkaran 

dibebanl<an kepada pemilik bangunan. 
3. Dapat dikenakan tindakan berupa penangguhan dan/atau pembatalan ijin. 



11. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 

Cukup jelas 
Pas al 2 

Cul<up jelas 
Pas al 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal s 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

!. UMUM. 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan hasu perencanaan 
tata ruang dan lingkungan yaitu perpaduan antara ruang dan banqunan­ 
bangunan yang telah ada dan yang akan didirikan dalam kawasan tertentu. 
RTBL memuat rumusan kebijakan pelestarian dan revitalisasi kawasan vanq 
disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan kawa san dalam rangka 
pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kawasan yang dilakukan 
oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. 
Bahwa RTBL Core Budaya Kota Negara yang merupakan perwujudan aspirasi 
masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijakan pembangunan fisik di 
Kawasan Core Budaya kota Negara: 

a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijakan bagi 
pengembangan kawasan Core Budaya Kota Negara dengan tujuan 
melindunqi mengembangkan ekonomi, soslal, budaya dan pariwisata. 

b. Berisi uraian tentang keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip 
pokok pembangunan Kawasan Core Budaya Kota Negara yang berke.mbang 
secara dinamis dan didukung oleh pembangunan potensi alami, serta sosrat 
ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang 
menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang 
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pemerint(1h Propin si Bali 
maupun Pemerintah Pu sat dan masyarakat secara terpadu. 

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diata s , maka drpancanq pc. Iu 
mengatur dan menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Core Budaya Kota Neqara. 

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI JEMBRANA 
NOMOR 19 TAHUN 2007 

TENT ANG 
RENCANA TATA BANGUNAN DAN UNGKUNGAN (RTBL) 

CORE BUDAYA KOTA NEGARA 



Pasal 1 3 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 1 5 
Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan lKDS) adalah perbandingcn 
antara luasan lahan bangunan dengan luasan lahan s etiap pers!l lahan 
Yang dimaksud Koefisien Lantai Bangunan (KL8) adalah perbandmqan 
antara total luas lantai bangunan dengan tuas lahan setiap persi! 
lahan 

Pasal l 6 
Cukup jelas 

Pasal 1 7 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
Ayat (6) 

Yang dimaksud floating landuse adalah penggunaan ianan 
untuk beberapa jenis kegiatan dalam satu petak !ahan 
dengan orientasi pengembangan banngunan vertikal 

Ayat (3) 

Yang dimaksud mix use adalah penggunaan lahan untuk 
beberapa jenis kegiatan dalam satu petak Iahan 

Ayat (2) 

Yang dimaksud fix use adalah penggunaan lahan untuk suatu 
jenis kegiatan secara khusus 

Ayat (2) 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Ayat (l) 

Yang dimaksud fungsi adalah fungsi dominan 
Ayat(2) 

Yang dimaksud segmen adalah peruntukan lahan 

Pasal 7 

Cukup jelas 
Pas al 8 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas 
Pas al 10 

Ayat (l) 



Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Yang dimaksud dengan shelter adalah tempat istirahat bagi pejalan 
kaki juga berfungsi sebagai perhentian kendaraan penumpang umurn 
untuk menurunkan dan menaikkan penumpang yang dtlenqkapl 
dengan bangunan 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Yang dimaksud street turniture adalah komponen pslenqka o 
jalan, terdiri dari telepon umurn, shetter, tempar sampan, 
halte, larnpu penerangan dan pos polisi. 
Yang dimaksud Signage adalah sarana penandaan yang terdiri 
dari reklame dan rambu lalulintas 

Yang dimaksud garis sempadan bangunan yang selanjutnva disebut 
GSB adalah batas persii yang tidak boleh didirikan banqunan, dan 
diukur dari dinding terluar bangunan ternadap as jalan. 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal l 9 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jt~las 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup je1as 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup Jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Ayat (1) 
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Pasal 52 
Cukup jetas 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pas al 54 
Cukup jelas 

Pas al SS 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
Pasal 43 

Cukup jelas 
Pasal 44 

Cukup jelas 

Pasal 45 
Cukup jelas 

Pasai 46 
Cukup jelas 

Pasal 4 7 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Cuk.up jelas 

Pasal 49 
Cukup jelas 

Pasal 50 
Cukup jelas 

Pasa! 51 
Yang dimaksud penghargaan dapat berupa : 
- Kemudahan atau keringanan biava perijinan. 
- Bentuk penghargaan lainnya 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup jelas 

Pasal 42 
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